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Abstrak

Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Ka-
bupaten Sumenep untuk sekolah umum, di satu sisi telah mampu membangkitkan spirit pembumian
pendidikan diniyah ala pesantren di SMPN 2 Smenep. Di tengah banyak sekolah formal di wilayah
Kota yang belum secara maksimal menerapkan program ini, SMPN 2 Sumenep dengan karakteristik
dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pihak SMPN 2 Sumenep, telah mampu melangkah leb-
ih maju dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Pengelolaan dan penataan program Wajib
Belajar Diniyah di SMPN 2 Sumenep dapat menjadi bentuk nyata komitmen dan rol model penerapan
program ini di Kabupaten Sumenep.

Kajian ini merupakan penelitian field research (penelitian lapangan), dengan menggunakan sejumlah
model pengumpulan data, antara lain observasi (pengamatan), wawancara mendalam (indepth inter-
view), dan metode dokumentasi. Selain itu, populasi dan sampel dilakukan dengan cara penetapan
sebagai narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik snow-ball. Teknik analisis yang digunakan
adalah content analysis.

Pengelolaan Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di SMPN 2 Sumenep bisa dikatagorikan ber-
jalan cukup baik dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang@lkin. Realitas tersebut terjadi karena
dibangun dengan komitmen yang kuat dalam menerjemahkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15
Tahun 2016 tentang Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah. Selain itu, pelaksanaan Program Wajib
Belajar Pendidikan Diniyah di SMPN 2 Sumenep berjalan dengan lancar dan dinamis. Pelaksanaannya
dilakukan di dalam lingkungan sekolah secara terpusat. Untuk proses pembelajarannya, pihak sekolah
membangun kerjasama dengan Yayasan Pendidikan dan Dakwah Al-Husnaa Waziyaadah, yang men-
gelola Madrasah Diniyah Lilbaniin Walbanaat Alhusnaa Waziyaadah, melalui ikatan MOU yang jelas,
yaitu dengan cara mendatangkan guru-guru diniyah dari lembaga tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Pendidikan, Nilai Pesantren, Wajib Diniyah, Sekolah Umum

A. Pendahuluan

Demoralisasi dunia pendidikan, telah menjadi
problem krusial di Indonesia, termasuk juga di Madu-
ra. Berbagai gejala demoralisasi tersebut, terus terja-
di tanpa batas usia dan jenis kelamin, mulai masalah
narkoba, seks bebas, miras, tindakan kriminal, sampai
kasus terbaru yang sempat mengejutkan : perlawa-
nan siswa terhadap seorang guru dengan tindakan
yang sulit dinalar oleh logika kepantasan sebagaima-
na diajarkan dalam dunia pendidikan. Tatakrama atau
moralitas, kerapkali telah hadir menjadi sesuatu yang

lain di ruang pendidikan, bahkan proses pendidikan
di ruang kelas tanpa sadar malah menciptakan anak
didik semakin teralienasi dari jati dirinya sebagai
makhluk bermoral.

Hal itu terjadi, tidak lepas dari paradigma
pengembangan pendidikan yang sudah mulai
ditekankan pada kebutuhan pasar, bukan pada upaya
membangun moralitas sebagai pondasi hidup anak
didik. Akibatnya, lembaga pendidikan yang hanya
mengedepankan logika pasar, acapkali melahirkan
generasi baru yang tidak memiliki karakter moralitas
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yang tinggi. Semua problem sosial yang mengitari
di kalangan anak didik, sejatinya berakar pada keg-
agalan pendidikan yang sempurna. Pendidikan tan-
pa moralitas, sama halnya dengan pendidikan tan-
pa (pendidikan) agama, yang pada gilirannya dapat
melahirkan prahara menakutkan dalam dunia pendi-
dikan. Sugito (dalam Zaini, 2011 : 23-24) memberi-
kan ilustrasi menarik tentang masalah ini:

Peserta didik selama ini “dipaksa” mempelajari
pengetahuan bukan pendidikan. Kondisi ini diala-
mi oleh hampir semua sekolah dan dalam rata-ra-
ta mata pelajaran, terutama bidang studi agama.

Orientasi pasar dalam pengembangan pendidikan
telah semakin mengaburkan spirit dasar pendidikan
yang seharusnya dikembangkan, yaitu untuk mem-
bentuk manusia yang seutuhnya : lahir dan batin
yang memiliki kecerdasan ganda antara otak dan
hati. Untuk membentuk manusia semacam itu, hanya
bisa dilakukan dengan cara memberikan porsi yang
seimbang dalam proses pembelajaran, baik materi
umum maupun agama, terutama untuk satuan pendi-
dikan umum, seperti SDN, SMPN dan SMAN.

Sebab, satuan-satuan pendidikan tersebut hanya
- diakui atau tidak -memberikan porsi pendidikan
agama yang sangat minim. Alokasi 2 jam untuk
materi agama dalam seminggu, sudah pasti tidak
akan mampu memberikan dampak pemahaman kea-
gamaan yang mendalam dan sulit bisa membentuk
anak didik yang berkarakter. Paradigma transformasi
pengetahuan yang selama ini menjadi fokus dalam
dunia pendidikan, sejatinya harus digeser ke paradig-
ma baru untuk memperkuat character building. Pendi-
dikan sejatinya, tidak hanya sekedar mengajak anak
didik untuk mempelajari ilmu pengetahun, melain-
kan dididik untuk menjadi “yang terdidik” dari ilmu
pengetahuan yang dipelajari.

Dalam keterkaitan itu, berbagai upaya dilakukan
oleh sejumlah pihak untuk menambah alokasi waktu
pemahaman keagamaan di jenjang sekolah formal,
baik jenjang SDN, SMPN maupun SMAN. Salah satu
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
di Indonesia adalah Program Wajib Diniyah (Wajib
Madin). Dengan program ini, diharapkan akan dapat
menjadi jembatan positif bagi kalangan siswa dalam
mendalami ilmu agama lebih banyak, dan pada gil-
irannya akan dapat membentuk karakter religius di
kalangan siswa. Apalagi, pembentukan karakter me-
mang menjadi salah satu isu penting pada abad ke-
21 saat ini. Menurut A. Busyro Karim (2015 : 71) :
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Masalah karakter merupakan wacana menarik di
tengah arus kebudayaan global yang terus meng-
gempur sendi-sendi kehidupan masyarakat, ter-
utama masyarakat Sumenep, sehingga menjadi
sangat urgen untuk diperkuat melalui pendidikan
yang kuat. Masyarakat berkarakter kuat adalah
masyarakat yang memiliki akhlak, moral, dan ber-
budi pekerti yang baik, memiliki kepribadian, ke-
mandirian, keyakinan diri, dan disiplin yang tinggi

Kabupaten Sumenep, termasuk salah satu daerah
yang melaksanakan program Wajib Belajar Pendi-
dikan Diniyah untuk jenjang SDN, SMPN dan SMAN
sejak tahun 2016. Hal itu didasagkan pada Peraturan
Bupati Sumenep No. Nomor : 15 Tahun 2016, tentang
Wajib Belajar Pendidikan Diniyah. Peraturan terse-
but, secara formal telah menjadi legitimasi tersendiri
dalam pelaksanaan program pendidikan keagamaan
ini di Kabupaten Sumenep.

Dalam keterkaitan itu, SMPN 2 Sumenep menja-
di salah satu sekolah formal di bawah naungan Di-
nas Pendidikan yang memiliki tanggungjawab untuk
menerapkan amanah Perbub sebagaimana mestinya.
Berdasarkan informasi yang ada, pelaksanaan Wa-
jib Belajar Pendidikan Diniyah di SMPN 2 Sumenep,
berjalan cukup baik. Bahkan untuk jenjang sekolah
menengah, SMPN 2 lebih dinamis dan dapat dijad-
ikan sebagai contoh dari implementasi program ini
sejak awal penerapan kebijakan ini dalam pemerin-
tahan Super Mantap Jilid Il. Integrasi pendidikan ber-
basis nilai pesantren dalam Wajib Diniyah, khusus di
SMPN 2 dapat menjadi awal kebangkitan pendidikan
diniyah di sekolah umum, sehingga pengelolaan dan
pengembangan yang dilakukan di SMPN 2 Sume-
nep dapat menjadi rujukan signifikan dalam keber-
langsungan program ini, terutama bagi sekolah-se-
kolah yang lain di Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan gambaran tersebut, dalam kajian ini
dapat diajukan beberapa rumusan masalah. Pertamag,
bagaimana komitmen pengelolaan dan pengemban-
gan pendidikan Wajib Diniyah di SMPN 2 Sumenep?
Kedua, bagaimana model pelaksanaan Wajib Belajar
Pendidikan Diniyah di SMPN 2 Sumenep sebagai
sarana pembentukan karakter religius di kalangan
siswa?

B. Metodologi Penelitian

Kajian ini merupakan penelitian field research
(penelitian lapangan), yang menggunakan sejumlah
model pengumpulan data, antara lain observasi (pen-
gamatan), wawancara mendalam (indepth interview),
dan metode dokumentasi. Selain itu, populasi dan
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sampel dilakukan dengan cara penetapan sebagai
narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik
snow-ball (Syamsudin, 2007:75). Sementara, teknik
analisis isi (content analysis) digunakan untuk meng-
gambarkan tentang kategori-kategori yang ditemu-
kan dan muncul dari data yang ada sehingga dapat
melahirkan analisis yang obyektif.

C. Implementasi Program Wajib Madin

Sebagai sebuah kebijakan vyang dituangkan
melalui Perbub, program Wajib Diniyah yang merupa-
kan penerjemahan dari salah satu program unggulan
Pemerintahan Super Mantap Periode 2015-2020,
yaitu pada program pendidikan berbasis nilai-nilai
pesantren. Tentu saja, program ini menjadi sesuatu
yang mutlak harus dilakukan oleh semua sekolah,
terutama di wilayah kecamatan Kota yang menjadi
pilot proyek dari program ini pada tahun 2016-2017.
Satuan pendidikan yang berada di wilayah Kota, baik
SDN, SMPN, maupun SMAN, secara langsung memili-
ki kewajiban untuk menerapkan kebijakan ini sesuai
dengan Juknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pen-
didikan Kabupaten Sumenp.

Selain itu, sebagaimana dijelaskan dalam Perbup
No. 15 Tahun 2016, tentang Wajib Belajar Pendi-
dikan Diniyah, Bab I, Pasal 4, poitn (2) tujuan penye-
lenggaraan Wajib Djmiyah secara khusus mencakup
beberapa hal, yaitu & Membentuk peserta didik un-
tuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam, (b) Mengem-
bangkan kemampuan peserta didik dalam mema-
hami ilmu yang mencakup tentang Qur'an, Hadist,
Tauhid, Akhlak, Figih, Bahasa Arab, serta Tarikh Is-
lam. Dengan demikian, pelaksanaan program wajib
belajar diniyah ini, dapat mejadi sarana yang tepat
bagi sekolah umum untuk memperkuat karakter
keagamaan siswa semaksimal mungkin, mengingat
materi agama yang diatur dalam kurikulum sekolah
formal, sangat terbatas dan relatif tidak memungk-
inkan dapat memberikan tambahan pengetahuan ag-
ama kepada siswa. Apalagi, sekolah umum kerapkali
mendapat kritik karena posisi materi agama yang ter-
batas, salah satunya diungkapkan oleh Abdurrahman
Mas'ud (2004:36) :

Character building adalah satu hal yang sangat
mahal tapi terlupakan dalam dunia pendidikan
umum selama ini. Mereka hanya mengejar IP ke-
cerdasan intelektual namun lupa dengan kecer-
dasan spiritual juga kecerdasan emosional. Maka
yang terjadi adalah lahirnya orang-orang yang
berdasi, memiliki latar belakang pendidikan ting-
gi, dan akrab dengan dunia korupsi.

Mohammad Suhaidi

SMPN 2 Sumenep merupakan salah satu lembaga
pendidikan yang secara proaktif menangkap program
ini sebagai program yang positif, terutama dalam
memperkuat karakter keagamaan para siswa. Sejak
pertama kali, kebijakan ini diwajibkan, SMPN 2 Su-
menep tampak langsung melakukan langkah-lang-
kah nyata, sebagai ikhtiar agar pelaksanaan program
ini berjalan dengan baik. Apalagi, keseriusan dalam
melaksanakan kebijakan ini, berarti telah mampu
melakukan terobosan baru dalam meretas jalan kel-
uar untuk mengatasi problem karakter di kalangan
siswa. Implementasi program wajib diniyah, dapat
menjadi bagian dari strategi baru dalam memperkuat
pendidikan agama di sekolah formal yang notabene
miskin “pengetahuan agama”. Disinilah makna pent-
ing dari pendidikan agama yang tidak bisa ditinggal-
kan, seperti yang ditulis oleh KH. A. Sahal Mahfudh
dalam tulisannya “Pendidikan Agama Islam dan Pem-
bentukan Mental Karakter Bangsa” :

Pendidikan agama adalah satu-satunya kemungk-
inan yang tertinggal sebagai media yang dihara-
pkan mampu menetralisir dampak buruk materi-
alism dan membangun kembali moralitas sebagai
dasar mental dan karakteristik bangsa (Jurnal
Milenium, Nomor 1 Tahun 1, Januari-April 1998).

Berdasarkan data yang ada, SMPN 2 Sumenep
memiliki jumlah siswa yang cukup banyak, mencapai
946 orang secara keseluruhan. Jumlah ini tentu saja
cukup banyak dan secara otomatis menjadi peserta
dalam program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah un-
tuk jenjang Diniyah Wustho. Adapun data siswa dan
SDM yang dimiliki SMPN 2 Sumenep, sebagaimana
tabel berikut :

Tabel :
Data PTK (Guru & Tendik) dan Peserta Didik

Uraian Guru | Tendik | PTK | PD
Laki-Laki 29 12 41 547
Perempuan 38 8 46 | 399

Total 67 20 87 946

Sumber : http//dapo.dikdasmen.kemdikbud.
go.id. Download, 19 November 2018

Dengan data tersebut, peserta Program Wajib
Belajar Diniyah di SMPN 2 Sumenep mencapai 946
orang siswa-siswi, terdiri dari 30 rombel, kapasitas
ruangan mencapai 30 ruang kelas. Pelaksanaannya
tetap disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Perbup dan Juknis. Walaupun, banyak
kegiatan proses belajar mengajar, pihak SMPN 2 Su-
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menep tetap melaksanakannya, sesuai dengan keten-
tuan yang ada. Mengingat, program ini bukan hanya
sekedar amanat Perbup, melainkan juga memiliki
misi yang relevan dengan misi SMPN 2 Sumenep da-
lam rangka memperkuat pemahaman dan perilaku
keagamaan para siswa. Menurut penulis bahwa pen-
didikan agama harus dilakukan secara lebih kompre-
hensif dan metode yang tepat, agar dapat menghasil-
kan anak didik yang memiliki komitmen murni dalam
mengamalkan nilai-nilai agama (Suhaidi, 2018 : 4).

Dalam keterkaitan itu, implementasi program
Wajib Madin di SMPN 2 Sumenep, berdasarkan hasil
wawancara dengan pihak-pihak terkait di lingkungan
pelaksanaan program ini, secara gamblang dapat di-
petakan menjadi beberapa hal.

1. Kerjasama Formal Berbasis MOU

Sebagaimana diatur dalam Perbub Wajib Belajar
Pendidikan Diniyah bahwa setiap jenjang pendidikan
(SDN dan SMPN) dapat bekerjasama dengan lembaga
diniyah terdekat dalam pelaksanaannya. Hal ini telah
dilakukan di SMPN 2 Sumenep dengan bekerjasama
dengan Yayasan Pendidikan dan Dakwah Al-Husnaa
Waziyaadah, yang mengelola Madrasah Diniyah Lil-
baniin Walbanaat Alhusnaa Waziyaadah. Kerjasama
ini tentu saja merupakan langkah nyata pihak SMPN
2 Sumenep dalam menerjemahkan amanat Perbub
dalam pelaksanaan program penting ini.

Yang menarik, pihak SMPN 2 Sumenep dalam
membangun kerjasama dengan Madrasah Diniyah
Lilbaniin Walbanaat Alhusnaa Waziyaadah dilakukan
dengan pola kerjasama formal yang saling mengikat
dan bertanggungjawab dalam bentuk MOU keduabe-
lah pihak. Seperti diungkapkan oleh Miftahul Munir,
Wakil Kepala Kurikulum dan Pelaksana Wajib Belajar
Pendidikan Diniyah di SMPN 2 Sumenep :

“SMPN 2 Sumenep melaksanakan program Wajib
Belajar Pendidikan Diniyah bekerjasama dengan
MDT Al-Husna. Kemudian, pelaksanaan kegiatan
ini dilaksanakan di SMPN 2 Sumenep dengan
guru pengajar dari MDT Al-Husna. Hari pelaksa-
naan wajib Diniyah selama tiga hari, yaitu Senin,
Selasa dan Rabu” (Wawancara, 2 Agustus 2018).

Dengan MOU yang dilakukan, menunjukkan bah-
wa pihak SMPN 2 Sumenep memiliki komitmen yang
kuat dalam pelaksanaan kegiatan ini, karena MOU
formal yang dilakukan dengan pihak kedua, merupa-
kan gambaran tentang manajemen kerjasama sebuah
lembaga yang bermutu. MOU antara SMPN 2 Sume-
nep dengan Madrasah Diniyah Lilbaniin Walbanaat
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Alhusnaa Waziyaadah, di sisi lain juga memberikan
penjelasan tentang komitmen SMPN 2 dalam me-
nerjemahkan salah satu program unggulan Bupati
Sumenep ini secara profesional. lkatan MOU yang
dilakukan oleh SMPN 2 Sumenep dengan Madrasah
Diniyah Lilbaniin Walbanaat Alhusnaa Waziyaadah,
merupakan bentuk komitmen pengelola SMPN 2 Su-
menep dalam menyukseskan program pendidikan
berbasis nilai pesantren ini di SMPN 2 Sumenep, se-
hingga dapat memperkuat tercapainya tujuan pendi-
dikan yang dikembangkan di lembaga tersebut. Tu-
juan pendidikan, seperti ditulis oleh Heri Gunawan
(dalam Taufikurrahman, 2016 : 11), bahwa :

Tujuan pendidikan merupakan kristalisasi nilai-
nilai yang ingin diwujudkan ke dalam pribadi
anak didik. Oleh karena itu, rumusan tujuan pen-
didikan bersifat komprehensif, mencakup semua
aspek dan terintegrasi dalam pola kepribadian
yang ideal. Tujuan pendidikan merupakan ma-
salah inti di dalam pendidikan dan saripati dari
seluruh renungan paedagogik.

Komitmen SMPN 2 Sumenep dalam melak-
sanakan program ini, juga tampak dalam masalah
waktu pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Per-
bup No. 15 Tahun 2016, yaitu Bab VI, tentang pem-
belajaran dan evaluasi, Pasal 10, point (3) “Waktu
pembelajaran wajib diniyah dilaksanakan sebanyak 3
(tiga) hari dalam 1 (satu) minggu dengan durasi 2 (dua)
jam pelajaran”.

Inisiatif untuk melaksanakan sendiri kegiatan wa-
jib diniyah ini dilakukan setelelah melihat kondisi
yang berkembang sebelumnya. Pada awal pelaksa-
naan program ini, pihak SMPN 2 Sumenep, sempat
memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk
mengikuti sekolah diniyah di luar lingkungan seko-
lah, tetapi realitasnya tidak sesuai dengan yang di-
harapkan. Berdasarkan fakta yang ada, banyak siswa
yang tidak mengikuti anjuran tersebut. Atas dasar itu,
pihak SMPN 2 Sumenep melakukan terobosan den-
gan cara membawa madin ke lingkungan SMPN 2
Sumenep. Hal itu dilakukan dengan cara membangun
kerjasama dengan Madrasah Diniyah Lilbaniin Wal-
banaat Alhusnaa Waziyaadah. Hal itu dilakukan agar
siswa dapat melaksanakan program ini secara efektif,
apalagi program ini memiliki makna yang luar biasa
dalam membentuk karakter keagamaan anak didik,
seperti digambarkan oleh Miftahul Munir :

Pada awalnya kami memberikan kesempatan un-
tuk sekolah diniyah di luar. Yang penting sekolah
dulu. Hanya saja ketika kami beri kesempatan,
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hanya terdapat beberapa siswa saja yang sekolah
diniyah di luar. Akhirnya, kami mengambil inisiat-
if untuk melaksanakan madin di lingkungan seko-
lah. Artinya, anak-anak setelah sekolah, langsung
mengikuti madin di SMPN 2 Sumenep. Kemudian
kami kerjasama dengan Yayasan Al-Husna. Kami
menyediakan tempat dan murid, sementara guru
didatangkan dari Al-Husna (Wawancara, 1 Agus-
tus 2018)

Dalam kerangka itu, pelaksanaan Wajib Belajar
Pendidikan Diniyah di SMPN 2 Sumenep dengan
komitmen yang besar, bisa dianggap sebagai upaya
maksimal dalam meretas problem pendidikan agama
yang terbatas sebagaimana terjadi di sekolah-seko-
lah umum, yang notabene masih diposisikan pada
posisi yang terbatas ; tidak seluas posisi materi-ma-
teri umum lainnya. Dalam hal ini, penulis pernah
mengurainya dalam sebuah surat kabar dengan judul
“Sekolah Tanpa Pendidikan Agama (?)":

Pendidikan agama (khususnya di sekolah-sekolah
umum) kerapkali masih diposisikan sebagai ma-
ter pelengkap yang posisinya tidak lebih penting
dari materi-materi yang lain,seperti Matemati-
ka, Bahas Ingris dan materi-materi umum lain-
nya. Materi-materi itu di sekolah umum seperti
mendapatkan jatah jam yang cukup, berbeda
dengan materi agama yang hanya diberi aloka-
si waktu antara 2-3 jam setiap minggu. Dengan
alokasi waktu yang sangat terbatas tersbut, jelas
sekali siswa tidak bisa menerima pendidikan ag-
ama secara seimbang dan maksimal, sehingga
bisa mengakibatkan terjadinya proses eliminasi
religiusitas dalam diri siswa (Kabar Madura, 01
Oktober 2012)

2. Sekolah sebagai Pusat Pendidikan Diniyah
Sebagaimana disebutkan dalam Juknis Pendi-
dikan Wajib Belajar Diniyah yang dirumuskan oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, dalam pelak-
sanaan wajib pendidikan diniyah bisa dilaksanakan
dengan beberapa model, antara lain. Pertama, dilak-
sanakan di dalam lingkungan madrasah diniyah
sendiri. Artinya, siswa dapat secara langsung belajar
agama di setiap lembaga diniyah yang dekat dengan
rumah masing-masing. Kedua, kegiatan pendidikan
wajib belajar diniyah dapat dilaksanakan di sekolah
dengan cara mendatangkan guru diniyah ke sekolah.
Pelaksanaan program wajib belajar pendidikan
diniyah di SMPN 2 Sumenep memilih opsi yang
kedua, yaitu membangun kerjasama dengan madin
dan pelaksanaannya dilaksanakan di dalam lingkun-
gan SMPN 2 Sumenep. Untuk jenjang satuan pendi-
dikan menengah hanya dilakukan di SMPN 2 Sume-
nep. Pilihan model pelaksanaan yang dilaksanakan
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oleh SMPN 2 Sumenep, secara substansial lebih te-
pat dalam menerjemahkan semangat Perbup. Dengan
mengundang pihak Madrasah Diniyah Lilbaniin Walba-
naat Alhusnaa Waziyaadah melaksanakan proses belajar
mengajar di lingkungan SMPN 2 Sumenep akan dapat
menciptakan proses pembelajaran wajib diniyah lebih
efektif dan bisa terkontrol dengan baik, karena semua
proses telah dilaksanakan secara terpusat. Walaupun, ter-
dapat sebagian siswa yang mengikuti pendidikan diniyah
di luar lingkungan SMPN 2 Sumenep, karena sebelumn-
ya memang sudah tercatat sebagai siswa Madin sebelum
Perbub ini berlaku. Walaupun demikian, kontrol dan pen-
gawasan dari pihak sekolah, tetap dilakukan secara in-
tensif. Hal itu diungkapkan oleh Miftahul Munir:

Sebagian besar siswa mengikuti madin di SMPN 2
Sumenep, hanya ada sebagian yang mengikuti di
luar, karena sebelumnya memang sudah belajar
di madin tersebut. Bagi siswa yang mengikuti ma-
din di luar, kami sifatnya kerjasama, misalnya ada
yang dari An-Najah, al-Kautsar dan lain sebagain-
ya. Kami juga memantau apakah siswa ini sekolah
atau tidak. Jadi, pihak sekolah melakukan peman-
tauan yang intensif (Wawancara, 29 Juli 2018)

Dalam konteks itulah, semangat membawa pen-
didikan berbasis nilai pesantren ke dalam lingkungan
sekolah formal, seperti yang menjadi kebijakan SMPN
2 Sumenep, dibandingkan dengan pola-pola kerjasa-
ma yang dilaksanakan oleh sekolah pelaksana wajib
belajar pendidikan diniyah di wilayah kota Sumenep
yang lain, lebih menggambarkan tentang arah pen-
gelolaan program wajib belajar diniyah yang jelas
dan relevan dengan semangat Perbup maupun juknis
yang ada. SMPN 2 Sumenep mampu menerjemahkan
program ini bukan hanya sekedar untuk menyenangkan
instansi di atasnya, melainkan mengangap program ini
sebagai program penting yang layak untuk dibumikan
dalam lembaga pendidikan formal. Hal itu menunjuk-
kan bahwa SMPN 2 Sumenep memang memiliki spirit
yang kuat dalam mewujudkan program itu, sehingga
dapat menimbulkan satu kekuatan positif di dalam
pengelolaan program ini. Spirit yang oleh Plato diya-
kini sebagai salah satu kekuatan jiwa manusia, telah
berhasil dijadikan sebagai kekuatan untuk memfor-
mulasi dan menyukseskan implementasi Program
Wajib Diniyah secara maksimal. Menurut Plato ( da-
lam Soemanto, 2006 : 13):

Spirit sebagai kekuatan penggerak kehidupan priba-
di manusia. Spirit adalah kekuatan untuk menjalank-
an gagasan-gagasan yang telah diputuskan oleh
akal melalui pemilihan berbagai alternatif gagasan.
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3. Pembiayaan Melalui Infak Orang Tua

Salah satu problem dalam pelaksanaan program
Wajib Belajar Pendidikan Diniyah terletak pada ma-
salah anggaran dan pembiayaan, walaupun kegiatan
ini telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sume-
nep melalui Dinas Pendidikan, tetapi tidak sepenuhn-
ya dapat menyelesaikan masalah secara teknis dalam
pelaksanaan program ini, termasuk yang dirasakan
di SMPN 2 Sumenep. Alokasi anggaran yang sangat
minim, untuk guru pengajar melalui APBD tersebut,
kerapkali dianggap sebagai kebijakan “yang kurang
berpihak terhadap kesejahteraan guru-guru” yang
terlibat dalam program wajib belajar pendidikan
diniyah ini. Tentu saja honor Rp.75.000, kemudian
tahun 2018 dinaikkan menjadi Rp. 150.000 untuk
setiap guru yang diterima dalam sebulan, memberi-
kan bukti tentang ketidakmampuan dinas pendidikan
dalam memperhatikan kesejahteraan para guru se-
bagaimana layaknya. Bahkan, dengan honor yang
relatif sangat rendah tersebut - apabila dibaca da-
lam kacamata pendidikan kritis - bisa disebut sebagai
bentuk kurang memanusiakan guru wajib diniyah se-
bagai manusia yang sebenarnya.

Dengan kebijakan honorarium berkisar Rp. 75.000
- Rp. 150.000, yang dianggarkan oleh Dinas Pendi-
dikan, bisa diasumsikan bahwa Dinas Pendidikan
masih belum sepenuhnya mampu memahami posisi
guru (diniyah) yang sebenarnya. Seorang guru sejat-
inya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sulit dan
penuh tantangan, apalagi dalam kasus Program Wa-
jib Diniyah ini, seorang guru bertugas mencerdaskan
religiusitas anak didik. Terkait posisi sulit seorang
guru ini, layak merenungkan tulisan Colin Rose dan
Malcolm J. Nicholl (2002:453) :

Sekaranglah saat yang tepat untuk mengakui
bahwa guru melakukan pekerjaan yang sulit
dan penting, pekerjaan yang mensyaratkan ket-
erampilan tinggi. Dan syarat keterampilan akan
lebih besar ketika guru sekolah lanjutan pertama
menerima peran lebih banyak daripada seorang
tutor universitas ; masksudnya, sebagai mentor dan
penasihat di samping sebagai guru. Mereka juga
akan (atau harus) memikul tanggung jawab untuk
mengajarkan subjek-subjek yang lebih menant-
ang, termasuk kecakapan berfikir kritis, keter-
ampilan berkomunikasi, dan kematangan emosi.

Dalam konteks itu, untuk menyiasati problem pem-
biayaan tersebut, pihak SMPN 2 Sumenep melakukan
terobosan-terobosan yang strategis, yaitu dengan
cara menggandeng komite dalam mencarikan solusi,
agar program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah ber-
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jalan efektif dan maksimal. Inisiasi (gerakan) berinfak
menjadi langkah nyata yang dilakukan oleh penge-
lola SMPN 2 Sumenep, yang pada gilirannya dapat
menjadi jalan bagi keberlangsungan program ini.
Masalah honorarium tenaga pengajar dalam program
ini, selangkah lebih maju daripada sekolah yang lain.
Bahkan, dengan gerakan infak oleh para wali siswa,
menunjukkan semangat kemandirian SMPN 2 Sume-
nep dalam menyukseskan program luhur ini.

Untuk membayar honorarium para guru diniyah,
gerakan infak dari wali siswa telah menjadi tradisi
yang cukup positif dalam menopang biaya honorar-
ium para guru. Gerakan infak ini merupakan inisiatif
Komite Sekolah yang telah mampu memposisikan
keberadaannya sebagai jembatan yang pas ; an-
tara wali murid dengan pihak sekolah dalam upaya
pengembangan program sekolah. Eksistensi Komite
Sekolah di SMPN 2 Sumenep, memiliki tekad yang
sama dalam mewujudkan visi sekolah untuk mence-
tak siswa-siswa yang berkarakter dan memiliki spir-
it religiusitas yang tinggi. Hal itu diungkapkan oleh
Tadjul Arifin, Ketua Komite SMPN 2 Sumenep :

Komite Sekolah memandang bahwa program
Wajib Belajar Pendidikan Diniyah diwujudkan.
Komite Sekolah juga memiliki tanggungjawab
agar program Bupati ini sukses di SMPN 2 Su-
menep. Dengan program ini, bisa dipastikan para
siswa bisa terkontrol dengan baik dalam mengi-
kuti pendidikan diniyah-nya. Sebagai wujud
komitmen itu, pihak komite kemudian memba-
ngun komunikasi dengan para wali murid untuk
ikut berpartisipasi dalam segi pendanaan melalui
infak yang diberikan seikhlasnya. Tak ada ke-
wajiban bagi wali murid untuk berinfak, tak ada
pemaksaan dan tak ada intervensi dari pihak se-
kolah. Komite Sekolah memberikan kebebasan
kepada wali murid, yang berkenan silahkan ber-
infak. Sementara, bagi yang tidak berkenan, tidak
ada masalah. Infak dari wali siswa tersebut, akan
digunakan untuk keberlangsungan program dini-
yah di SMPN 2 Sumenep (Wawancara, 19 Novem-
ber 2018).

Dengan gerakan berinfak ini, keterlibatan wali
murid menjadi nyata dalam menyukseskan program
Wajib Belajar Diniyah di SMPN 2 Sumenep. Dari segi
anggaran, keberadaan infak tersebut telah mampu
menjadi salah satu kekuatan dalam menopang ke-
berlangsungan program ini. Setidaknya, honorarium
para guru yang dilibatkan dalam program ini, bisa
teratasi dengan baik, tanpa harus menunggu angga-
ran dari pemerintah.

Dalam keterkaitan itu, pelaksanaan program Wa-
jib Belajar Pendidikan Diniyah yang dilaksanakan di
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SMPN 2 Sumenep, dilakukan dengan cara memba-
ngun partisipasi segenap stakeholder pendidikan di
lingkungan sekolah tersebut, baik wali siswa maupun
komite sekolah. Eksistensi komite sekolah di SMPN
2 Sumenep dalam pelaksanaan program ini, tidak
hanya sekedar menjadi stempel sekolah, melainkan
telah mampu mentransformasikan keberadaannya
sebagai mitra sekolah yang bermakna dan transfor-
matif. Di tengah problem pelaksanaan Wajib Belajar
Pendidikan Diniyah muncul di sekolah itu, Komite
Sekolah mampu hadir menjadi kekuatan nyata yang
dapat membuka jalan bagi keberlangsungan pro-
gram bernuansa religi tersebut. Problem pembiayaan
pun, dapat diatasi dengan cara membangun kes-
adaran berinfak dari kalangan wali siswa yang tidak
mengikat.

Gerakan yang dimunculkan pada dasarnya untuk
memperkuat eksistensi komite dan wali siswa dalam
mewujudkan partisipasi masyarakat untuk kemajuan
sekolah. Masyarakat memiliki tanggungjawab dalam
menghidupkan pendidikan sesuai dengan kemam-
puan masing-masing, yang dalam program Wajib Be-
lajar Pendidikan Diniyah sudah diatur dalam Peratur-
an Bupati Nomor 15 Tahun 2016, erti disebutkan
dalam Bab V, Pasal 7, antara lain : (1) Orang tua ber-
hak berperan serta dalam penyelenggaraan Program
Wajib Diniyah sesuai dengan peraturan yang berlaku,
(2) Orang tua peserta didik sebagaimana dimaksud
dalamgiasal 6 ayat (1) berkewajiban mengikutser-
takan anaknya pada Wajib Diniyah, (3) Masyarakat
dan orang tua peserta didik berkewajiban member-
ikan dukungan sumber daya dan/atau dana dalam
penyelenggaraan Pendidikan Wajib Diniyah sesuai
dengan tingkat kemampuannya.

D. Kesimpulan

Implementasi Program Wajib Belajar Pendidikan
Diniyah di SMPN 2 Sumenep dapat dijadikan sebagai
rujukan bagi sekolah yang lain dalam mewujudkan
amanah sebuah Perbub tentang program luhur ini.
Pengelola SMPN 2 Sumenep - terlepas dari kelebi-
han dan kekurangannya - selama masa 2016-2018,
menggambarkan tentang sebuah komitmen dalam
memulai, menata dan mengembangkan program
baru pendidikan keagamaan dalam lingkungan se-
kolah umum, yang notabene tergolong baru di Ka-
bupaten Sumenep. Berdasarkan kajian yang telah
diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan menjadi
beberapa argumen, antara lain :

Pertama, pengelolaan Program Wajib Belajar Pen-
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didikan Diniyah di SMPN 2 Sumenep bisa dikatago-
rikan berjalan cukup baik dibandingkan dengan se-
kolah-sekolah yang lain. Realitas tersebut terjadi
karena dibangun’engan komitmen yang kuat dalam
menerjemahkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor
15 Tahun 2016 tentang Program Wajib Belajar Pen-
didikan Diniyah. Secara faktual, komitmen tersebut
telah menjadi bagian dari kesadaran semua pihak di
lingkungan SMPN 2 Sumenep, baik pengelola, guru,
dan para siswa. Yang sangat penting, Komite Seko-
lah dan para wali siswa juga memiliki komitmen yang
sama dalam melaksanakan program ini. Tidak heran,
apabila komite sekolah dan para wali siswa dapat
menjadi salah satu tulang punggung dalam menye-
diakan kebutuhan biaya program ini melalui gerakan
infak yang diberikan secara suka rela.

Kedua, pelaksanaan Program Wajib Belajar Pen-
didikan Diniyah di SMPN 2 Sumenep berjalan den-
gan lancar dan dinamis. Pelaksanaannya dilakukan di
dalam lingkungan sekolah secara terpusat. SPMN 2
Sumenep mampu menjadikan sekolah sebagai pusat
dari pelaksanaan program ini, sehingga efektifitas
pelaksanaan dan pengembangan program pendi-
dikan keagamaan ini, dapat dikatagorikan sebagai
sekolah dengan pengelolaan yang terbaik dibanding-
kan dengan sekolah-sekolah yang lain. Kebijakan ala
SMPN 2 Sumenep ini merupakan wujud keberanian
pihak sekolah membawa pendidikan diniyah ke ru-
ang sekolah formal yang notabene jarang dilakukan
oleh lembaga formal lainnya. Perbub Nomor 15 Ta-
hun 2016, telah mampu dibumikan secara utuh da-
lam kehidupan pendidikan di SMPN 2 Sumenep yang
layak diunggulkan. Untuk proses pembelajarannya,
pihak sekolah membangun kerjasama dengan Ma-
drasah Diniyah Lilbaniin Walbanaat Alhusnaa Wazi-
yaadah melalui MOU yang jelas. Guru-guru diniyah
didatangkan oleh pihak Madrasah Diniyah Lilbaniin
Walbanaat Alhusnaa Waziyaadah dengan kontrak
yang telah disepakati oleh kedubelah pihak. Bah-
kan, untuk menopang kesuksesan pelaksanaan pro-
gram ini, Komite Sekolah memberikan dukungan dan
peran penting dalam mengorganisir para orang tua
siswa untuk berpartisipasi dalam aspek pendanaan
melalui infak yang tidak mengikat.
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